BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akuntasi Desa dalam Pengelolaan APBDes
Penerapan akuntansi desa yang ada di Desa Jabon sebagai pengelola
keuangan desa yaitu dengan melakukan Musyawarah Dusun (MusDus)
setelah itu hasil dari MusDus akan dibahas muyawarah selanjutnya yaitu
MusDes (Musyawarah Desa) yang diikuti oleh seluruh perangkat desa dan
perwakilan dari sebagian warga guna untuk menyusun anggaran desa.
Setelah musyawarah dan menentukan hasil kesepakatan maka proses
selanjutnya yaitu hasil tersebut di kelola oleh tim Pengelola Keuangan
Desa (PKD) dimana, proses pengelolaan tersebut meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Kendala Penerapan Akuntansi Desa dalam Pengelolaan APBDes
Pada saat penerapan akuntansi desa dalam mengelola keuangan desa,
perangkat desa tidak menemui terjadi kendala karena, perangkat desa
sudah dibekali ilmu pengetahuan dan diberi pelatihan tentang bagaimana
cara mengelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Selain itu
pemerintah mengawasi dengan memberikan peraturan yaitu dari Peraturan
Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa sehingga perangkat desa disiplin pada saat

melakukan tugasnya sesuai jobdis. Akan tetapi APBDes pada tahun 2020
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ini banyak pengalihan dana akibat bencana alam di Indonesia yaitu
pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

3. Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 1 Tahun 2019 dalam
Penerapan Akuntansi Desa.
Peraturan yang digunakan pemerintah Desa Jabon sebagai mengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penerapan
akuntansi desa yaitu menggunakan peraturan dari permendagri nomor 20
tahun 2018 yaitu tentang pengelolaan keuangan desa, yang peraturan
tersebut masih dari permendagri nomor 113 tahun 2014 dan sekarang ada
perubahan pada kebijakan saat mengelola keuangan desa. Proses
pengelolaan keuangan desa yang ada dalam permendagri nomor 20 tahun
2018 adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Untuk Standar Akuntansi Pemeritah (SAP) nomor 1
tahun 2019 tentang pelaporan keuangan pemerintah itu digunakan untuk
standar akuntansi pemerintah daerah atau provinsi atau pusat.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah
dijelaskan diatas, maka penelitian menyampaikan saran-saran Yyang
bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berkait atas
hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penelit

sebagai berikut :



1. Bagi Perangkat Desa Jabon
Bagi perangkat Desa Jabon khususnya yang bagian mengelola
keuangan desa terus patuh terhadap peraturan dari pemerintah pusat
sebagai patokan mengelola keuangan desa agar terciptanya keuangan
desa yang jelas, jujur. disiplin dan bisa dipertanggungjawab. Selain itu
jadilah pemimpin yang adil, amanah sesuai tugas karena kelak
diakhirat akan dipertanggungjawabkan atas amanah sebagai pemimpin
rakyat.

2. Bagi Akademik
Diharapkan untuk penelitian ini biusa bermanfaat bagi pengembangan
ilmu yang khusunya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan karir sebagai akuntan publik untuk mahasiswa jurusan
akuntansi syariah dan bermanfaat untuk sumbangan teori sebagai
bahan referensi atau rujukan serta tambahan pustaka pada
perpustakaan IAIN Tulungagung.

3. Bagi Peneliti Selanutnya
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan reverensi, penambahan wawasan dan ilmu untuk
penelitian selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa
supaya keuangan desa dikelola lebih disiplin dan akurat sesuai undang-
undang negara, serta diharapkan untuk menambah variabel lain, seperti

laporan keuangan desa.






